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MOTTO

“Above all, don’t lie to yourself”

(Fyodor Dostoyevsky)
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ABSTRAK

Wujud nyata bahwa Negara Indonesia berusaha untuk melindungi dan
memenuhi hak-hak anak, yaitu dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) yang pembentukannya dimandatkan oleh Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Pembentukan KPAI ini dalam rangka meningkatkan
efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembatasan kewenangan KPAI
pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 dalam perspektif negara hukum
dan mengetahui bagaimana pengaruh pembatasan kewenangan KPAI terhadap
efektivitas kinerja KPAI.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Dalam
melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan sumber data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan
cara studi pustaka. Pada penelitian ini dalam hal penarikan kesimpulan
menggunakan metode deduktif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Pembatasan kewenangan KPAI pada
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 dalam perspektif negara hukum adalah
KPAI tidak memiliki status yang sama dengan lembaga negara lainnya yang
diberikan kekuasaan konstitusional secara langsung. KPAI didirikan untuk
mendukung kegiatan pemerintah di bidang perlindungan hak asasi manusia,
khususnya hak anak, sesuai dengan kewajiban konstitusional. Perubahan UU
Perlindungan Anak juga memberi dampak dibentuknya Komisi Perlindungan
Anak Daerah (KPAD). Pengaruh pembatasan kewenangan KPAI terhadap
efektivitas kinerja KPAI adalah KPAI sendiri menyadari bahwa masih sulit untuk
melakukan pengawasan terhadap persoalan perlindungan anak dikarenakan tidak
adanya dukungan strukural KPAI di daerah, sehingga dalam
pengimplementasiannya masih belum secara maksimal.

Kata Kunci : KPAI, Pembatasan kewenangan, dan Perspektif Negara
Hukum
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LIMITATION ON THE AUTHORITY OF THE NATIONAL CHILD

PROTECTION COMMISSION IN THE STATE OF LAW PERSPECTIVE

(A STUDY ON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 61 OF 2016)

Cendikia Brilianvi Sekar Taji

ABSTRACT

The concrete manifestation of Indonesia trying to protect and grant
children’s rights materializes by forming the National Child Protection
Commission (KPAI) based on Law Number 35 of 2014, an amendment to Law
Number 23 of 2002 on Child Protection. The formation of KPAI intends to
improve the effectiveness in supervising the implementation of Children’s Rights
fulfillment. This research aims to determine the limitation on the authority of
KPAI based on Presidential Regulation Number 61 of 2016 in the State of Law
perspective and to determine the impacts of the KPAI authority limitation on their
work effectiveness.

This research was normative legal research. The writer used secondary
data sources. The data collection technique was a library study. The conclusion of
this research was drawn using deductive methods.

The findings of this research show that the limitation on KPAI authority
based on Presidential Regulation Number 61 of 2016 in the State of Law
perspective indicates that KPAI has a different status from other state institutions
with direct constitutional authority. The formation of KPAI is aimed at helping
the government handle human rights protection, especially children’s rights,
conforming to constitutional responsibilities. Amendment to the Law on Child
Protection affects the formation of the Regional Child Protection Commission
(KPAD). The limitation on the KPAI authority affects the effectiveness of its
work in that the KPAI realizes that supervising child protection problems is
difficult due to the lack of structural support for KPAD. Therefore, the
implementation has not been carried out optimally.

Keywords : National Child Protection Commission, Authority Limitation,

State of Law Perspective
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